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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Tindak pidana illegal logging merupakan suatu kejahatan bidang 

kehutanan yang dilakukan oleh berbagai komponen masyarakat akibat 

adanya kesenjangan sosial dan kelonggaran hukum dalam menekan 

perilaku kesewenangan dari masyarakat dan oknum pegawai dilingkup 

pemerintahan yang salah menggunakan kewenangannya melakukan 

perusakan hutan dalam hal ini pencurian dan penngangkutan kayu ilegal. 

Illegal logging sebagai suatu kejahatan terstruktur yang disebabkan oleh 

ulah masyarakat dan pihak-pihak lain yang ikut serta merusak hutan di 

lingkungan Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak lagi menjadi persoalan 

klasik yang dipandang secara taken for granted, kaena hal ini suda masuk 

dalam konteks kedaruratan dimana disusul dalam moratorium gubenur 

NTB yang dikeluarkan pada tahun 2020. Kejahatan bidang kehutanan 

perlu mendapatkan respon serius agar persoalan tersebut dapat 

diselesaikan.  

Polisi Kehutanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya 

berdasarkan batasan-batasan kewenangan yang oleh undang-undang 

diberikan kepadanya, telah melakukannya dengan baik, sepeti ditunjukan 

lewat penataan posisi dan pembagian wilayah tugas Polisi Kehutanan 

diberbagai tempat di wilayah hutan Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun, 

jauh dari itu masih banyak problematika yang dialami, baik berkaitan 
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dengan persoalan fisik maupun persoalan teknis yang menjadi daya 

dukung terhadap tindakan pengamanan hutan oleh Polisi Kehutanan.  

2. Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana illegal logging, sebagai 

suatu kejahatan yang telah mengglobal tindak serta sebagai masalah serius 

berdasarkan hasil penelitian penulis, dalam beberapa tahun belakangan 

kasus pencurian dan pengangkutan kayu ataupun penebangan hutan secara 

ilegal masih menunjukan peningkatan kasus, melihat fenomena itu, yang 

menjadi persoalan utama adalah kekosongan hukum dan rendahnya 

pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan hasil hutan kayu secara 

bijaksana serta yang sangat ironis, ialah keikut sertaan berbagai pihak yang 

sejatinya menjadi pelindung atas hutan. Praktek ini yang hingga saat ini 

rumit dipecahkan, keterlibatan para kaum feodal juga menjadi salah satu 

yang menyumbang kerusakan hutan terbesar di wilayah NTB. Penegakan 

hukum pidana yang dianggap sebagai senjata pamungkas, yang dapat 

menghadirkan efek jera pada pelaku, namun tidak begitu sukses 

memberikan suasana damai bagi lingkungan. Hal ini ditandai dengan 

semakin meningkatnya tindakan masyarakat dalam mengeksploitasi hasil 

hutan kayu. Disamping itu, kesadaran masyarakat yang rendah terhadap 

nilai etis ekologis menjadikanya semakin eksis merusak hutan. 

Pada hakekatnya, hutan yang memiliki nilai ekonomis sangat 

tinggi menjadi pemicu tindakan masyarakat mengeksploitasi hutan. 

Disamping itu, rendahnya lapangan kerja juga menjadi penyebab 

masyarakat merusak hutan. Maka dari itu, pemerintah perlu terlibat aktif 
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menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat serta memberikan 

pendapingan melalui langkah edukatif kepada masyarakat. Tindak pidana 

kehutanan sebagai kejahatan yang sangat serius. Penegakan hukum baik 

itu hukum pidana dalam prakteknya sebagai ultimum remedium maupun 

undang-undang kehutanan yang diberlakukan khusus dengan sifat pidana, 

di wilayah hukum Nusa Tenggara Barat (NTB), menjadi sarana yang 

kurang dikedepankan oleh karena, berdasarkan fenomena yang terjadi 

dilingkup kehutanan, ketika hukum pidana telah ditegakkan, maka sering 

kali masyarakat mengulangi kejahatan yang sama (residivis). Polisi 

Kehutanan sebagai pejabat yang diberi wewenang mengurus masalah 

hutan dalam, penegakan hukum terhadap kejahatan bidang kehutanan, 

strategi yang dilakukan dalam menyelesaikan persoalan tersebut ialah 

mengedepankan “restorative justice”, dengan melakukan pembinaan serta 

sebagai gantinya pelaku dibebankan merestorasi kembali hutan yang telah 

ia rusak dengan cara menanam pohon dan tindakan lain yang dapat 

mengembalikan fungsi hutan. Akan tetapi, bukan sepenuhnya pemidanaan 

dikesampingkan, namun akan dipertimbangkan berdasarkan jenis dan 

muatan kasus yang dilakukan oleh pelaku. Disamping itu penegak hukum 

terlebih khusus pemangku kebijakan kehutanan dalam menangani atau 

memproses setiap kasus yang ada, selain mengedepankan proses yang 

sifatnya regulative, yakni dengan melibatkan seluruh konponen untuk 

menjaga kelestarian hutan termasuk didalamnya masyarakat lokal dan 

masyarakat hutan adat, demi menjaga keberlanjutan pembangunan 
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ekonomi yang berbasis local wisdom, guna tercipta kesejahteraan bagi 

seluruh warga negara dan masyarakat NTB pada khususnya.  

“Hutan sebagai sumber kedamaian hidup, maka hendaklah 

masyarakat arif dan bijaksana dalam mengelola hutan, serta 

mengedepankan prinsip honeste vivere, sehingga alam dapat 

menghormatimu sebaliknya dan menciptakan kedamain ekologi 

dengan nilai etis yang menyentuh dimensi sublim”.  

 

B. Saran  

berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran yang 

dapat diperhatikan bagi pelaksanaan penegakan hukum dalam tindak pidana 

illegal logging dan pola-pola penegakan hukumnya, antara lain: 

1. Bagi Polisi Kehutanan  

a. Polisi Kehutanan dalam pemberantasan tindakan illegal logging harus 

lebih aktif melakukan upaya-upaya pencegahan yang sistematis dari 

hulu melalui berbagai pendekatan secara komprehensif terhadap 

masyarakat agar menciptakan masyarakat dan oknum pegawai 

pemerintah yang taat akan hukum serta memiliki rasa cinta terhadap 

alam (hutan), dan melahirkan sikap emansipatif terhadap keadaan 

hutan yang telah dirusaki, agar hutan dapat kembali bermanfaat sesuai 

fungsinya.  

b. Mengenai operasional, Polisi Kehutanan perlu melakukan 

perbanyakan/penambahan personil untuk dengan mudah menekan dan 

memberhentikan tindakan illegal logging, baik melalui pencegahan, 

pemberantasan maupun penegakan hukumnya, sehingga dapat 

mengoptimalisasikan perlindungan hutan. 
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2. Terhadap Penegakkan Hukum 

a. Mengenai penegakan hukum, Polisi Kehutan perlu diberi Kewenangan 

penuh dalam melakukan tindakan penegakan hukum bagi pelaku 

illegal logging melalui pemberian kewenangan yang sifatnya terpisah 

dari organ pemerintahan. Dalam artian berdiri-sendiri secara 

subordinatif dari pusat hingga ke-daerah serta memiliki independensi 

tindakan yang tidak terikat dari Dinas Lingkunagn Hidup dan 

Kehutanan, sehingga tindakan penegakan hukum bidang kehutanan 

dapat dengan mudah diselesaikan dan penuh keleluasaan. Disamping 

itu, pemenuhan sarana-prasarana sebagai penunjang penegakan hukum 

juga perlu di perhatikan.  

b. Meningkatkan kolaborasi antara pemerintah daerah provinsi dan 

daerah kabupaten/kota secara kolektif kolegial guna mencapai 

percepatan penanganan wilayah hutan yang optimal.  
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